BUPATI MUARA ENIM

KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM
H_'DMDE' 20 TAHUN 2001
TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PENDAPATAN
" DAERAM KABUPATEN MUARA ENIM

BUPATI MUARA ENIM

a. bahwa dengan telah ditetapkennya Peraturan Daerah
Kabupaten Muara Enim Nomor 19 Tabun 2000 tentang
Pembentukan Organisasi dem Tata Kerja Dinas Dacrah
Kabupdaten Muara Enim, maka dalam rangka kclancarsm

lales; tugss Dinas Pendapatan Daerah periu
dilakukan Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas
Pendapetan Daersh Kabupaten Muarm Enim ; '

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud
huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupsti Muara Endim
tentang Penjobaran . Tugas Pokok dan Fungsi Dinas

1. Undang-nndang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959
tentang Pembentukan Dacrab Tingkat Il dan EKotapraja di
Sumatera Selatan { Lembsaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 73, Tambahsn Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 18211} ; _

2,  Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974
tentang Pokok-pokok Kepegawaian { Lembaran Negara
- Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran  Negara Republik  Indonesia Nomor 3041)
sehagaimana telah di ubeh dengan Undang-undang Nomor
43 Tahun 1999 | Lembaran Negara Republik Indonesia
Tghun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3890 ) ;

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tabun 1997
tentang Pajak Dacrsh dan Reiribusi Daerah | Lembaran
Megarsa Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomor
3685 ) sebagnimana telah di ubah dengan Undang-undang

. Nomor 34 Tabun 2000 ( Lcmbaran Negara Republik
Jodonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahsn Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4048 ) ;

4, Undang ..occvvvmeinn =



-
4.  Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 199G
tentang Pemeriniahan Dacrah { lembaran Negara Republik

Indenesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan I.:mharan
Megara Republik Indonesia Nomor 3839 § ;

5.  Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999
tentang Perimbangan Keusmgan antara Pemerintah  Pusat
dan Daerah | Lembaran Negara Republik Indonecsis Tabun
1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
[ndonesia Nomor 3848 | ;

6. Peraturan Pemeriniah Republik indonesia Nomor 25 Tahun
2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangsn
Propinsi sebagai Daerah Otonom  { Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahuno 2000 Hnn:mr 54, tambahan
Lembaran Negara Nomor 3952 ;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor %4 Tahun
2000 tentang Pedoman Organisasi  Perangkat Daerab
{ Lembaran Negara Republik Indonesia Tah‘nm 2000 Nomor
165 ;

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun
19949 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-
undangan dan Bentnk Rancangan Undang-undang,
Rancangan Peraturan  Pemermtzh, dan Rancangan
Keputusan Presiden ;

9,  Peraturan Dacrah Kabupaten Musra Enim Nomor 16 Tahun
2000 tentang Kewensngan Pemerintah Kabupaten Muara
Enim |

10  Peraturan Dacrah Kabupsten Muara Enim Nomor 19 Tabun
2000 tentang Pembentukan Organisasi dem Tata Kegja Dinas
Deerah Kebupaten Muara Enim.

MEMUTUSEAN @ -

" Menetapkan KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM TENTANG PENJABARAN
TUHGAS POKOK DAN FUHGE! DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM.

BAE 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Nalam Kepuinsan ini yang di maksud dengan ¢

Daerah adalah Kahupaten Muara Enim

Peinerintah Dacrah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Exim.

Bupati adalah Bupat Muara Enim.
Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Muara Enim.

el
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< Bekretaris Daerah adalah Sekretaris Dacrah Kabupaten Muara

Emm."
Dinas Pendapatan Daersh adalah Dines Mdapam Daerah
Kabupaten Muara Enim.

+ Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pf-ndapatan Dacrah Kabupaten

Musrs Frmim,

. Cabang Dinas adalah Csbang Dinas Pendapatan Daerah Kabupatcen

Muara Fnim.

Ut Pelaksan Teknis Dines adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas
l'endapatan Dacrah Kabupaten Muara Eniin.

Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri
Sipil yang di beri tugas, wewenang dan hak sccarm penuh oleh
ptjabat yang berwenany untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai
dengan  profesi dan  keahlisnnya dalam rangka mendulmﬂg
kelancaran migas pemerintahan,

BAB NI
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pﬂaal'-i

Dinas Pendapatan Dan:nah meriipakan nsor pelak&ana Pemerintah
Dacrah di hidang Pendapatan Daerah.

Dinas Pendapatan Daerah di pimpin oleh scorang Kepala Dinas yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui

Pasal 3

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas mclaksanakan urusan
rumah tangga dacrah dalam bidang Pendapetan Daecrah vang menjadi
tanggung jawebnys mebpuli Perencanaan, pendataan, pemungutan dan
penyetoran pajak dan retribusi daevah serta pendapatan lainnya.

Pasal 4

Unink menyelenggarakan tugas tersebut pads pasal 3, Dinas
Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

.

b

Perumusan kebijakan teknis di bidang Pendapatan Dacrah ;

Penyclenggaraan pemnbinaan terhadap wajib pajak dacrah dan wajib
retribusi dacrah

Fenychnggmm pcndataan pendaftaran, pemungutan dan
penagihan pajak dan retrdbusi dacrah, penerimaan asl deerah
lainnya serta Pajak Bumi dan Banguoan |

Pelaksanaan pmwtapan besarnya pajak daerah dan retribusi dacrah;

Pelaksanasn pengawasan, evaluasi dan monitoring terhadap subjek
dan objek pajak dacrah ;
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f° Membantu melakukan pendaftaran objek pajak dan subjek pajak
bumi dan bangunan, menvampaikan dan menerima kembali Surat
Pemberitahuan  Objek  Pajak  (SPOP}  wajib  pajalk, Surat
Pemberitahuan Pajak (SPP), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD),
Surat Ketetapan Retribusi Dacrah {SKRD), Surat Tagihan Pajalk { STH)
dan sarana administrasi Pajak Bumi dan Bangunan lainnya :

g Pelaksanasn penyuluhan mengenai Pajak Daerah, Retribusi Daerah
dan Pendapatan kainnya ;

k. Pelaksanasn pengawasan dan Bimbingan Telmis terhads P Urmit-TTmit
dilingkungan Dinas Pendapatan Dacrah |

L. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan perlengkapan.
BABE I
(R{GANISASI
Daguet Pertama
BUSUNAN ORGANISAS]
Pasal 5
Dinas Pendapatan Dacrah  terdic dari
1. Kepalz Moas ;
L. Bagian Tata Usaha ;
¢. 3ub Dmas Pendaftaran dan Pendataan ;
d. Sub Dinas Penetapan dan Penagihan ;
¢. Sub [Ninas Pembukuan dan Pelaporan |
f. Sub Dinas Perencanaan dan Pengendalian Operasional |
g Cabang [inas |

L. Unit Pelakseana Teknis Dinas ;
i. EKelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedusa
BAGIAN TATA UBAHA
Pasal &
Bagian Tata Usaha mwempunyal tuges melaksanakan penghimpunan
data dan informasi peraturan perundang-undangan, Ketstalaksanssm
pelaksanaan wrusan  kepegawaian, keusngam, perlongkapan, rmmah
tangga, naskah dinas dan pelaporan.

gl 7

Untuk menyelemggamakan tugas tersebut pada pasal 6, Bagian Tata
Usaha mempunyad fungsi

a. Pelaksanaan penghimpinan  Peraturan  Pernndang-undangan,
mempelajar dan menelaah peraturan perundangan-undangan:
b. Melaksanakan ........
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b. Pelaksauaan wmnsan di bidang huloum dan tatalakeans |
c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian ;
. Pelaksanaan pengelolaan adminisirus: kevangan ;

e, Melaksanakan urusan umiim, rumsah tangga, perlengkapan, naskah
dinas dan kearsipan, kehumasan dan perjalanan dinas |

f Pelaksanaan tugas luin vang diberikan oleh atasan.
Pasal 8
Bagian Tata Usaha terdiri dari: .

a. Sub Bagian Hukum dan Tata Laksana
b. Sub Bagian Umum ,
c. 3ub Bagian Keuangan.

Pasal 9

(1} Sub Bagian Hukum dan Tata Laksana mempunyai tugas
menghimpun data dan informasi mengenai Peraturan Perundang-
nndangan, mempelajari dan  menelaah  peraturan  perundang-
undangan, pelakssmaan publikasi, dokumentasi produk-produlk
hukum dan tatalaksana, melaksanakan kegiatan penyuluhan Pajak
dan Retribusi Dacrah termasuk PBB ;

(2) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat
menyurat, kesrsipan, penggandaan, administrasi perjalanan dinas,
peralatan dan perlengkapan, pemelibamaan barang inventaris den
nrusan nunah tangga dinas serta administrasi kepegawaian |

(3) Sub Bagian Kcuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
bahan penyusunan anggaran  pendapatan  belmja  dinas,
pengelolaan  administrasi kenangan, menguins  pembukuan,
melalkikan perhitungsn snggaran dEu:l verifikasi serts mengurus
perbendaharaan.

Bagian Hetiga
8UB DINAS PENDAFTARAN DAN PENDATAAN
Pasal 10

Sub  Dinas  Pendaftaran den  Pendatsan  mempunyai  toges
melaksanakan kegiatan pendafiaran dan pendataan wajib pajak daerah
dan  wajib pajak  retribusi dacrsh  dan  membantu  melakukan
pendaftaran dan pendatasn objek dap subjek Pajak Bumi dan
Bangunan (PBH).

' Pasal 11

Untuk menyclenggarakan tuges tersebut pada pasal 10, Sub Dinas
Pendaftaran dan Pendatasm  mempunyai fungsi



E-ERT S ST T

-6 -

&. Pelaksansan  pendaftaran wajib pajak daerah dan wajib retribusi
- dacrah melahd formulir pendafiaran serta mengelola data objek
dan subjek wajib pajak daerah den retribusi daersh, melahu
formulir Surat Pemberitahuan  (SPT) scrta pemeriksasn lokasi f
lapangan ; :

b Penyusunan  daftar induk wajib pajak dacrah dan retribusi
daerah, menyimpan surat perpajakan dan retribusi deerah yang
berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan;

C. Membantu menyampaikan Surat pemberitahuan objek  Pajak
(SFOF FBB yang dilerbitkan oleh Dirclctur Jendral Fajak, kepada
para wajib pajuk serta menecrima kembali Isian SPOP terscbut dari
wajib Pajak ;

d. Pelaksanasn tugas lamyungdibenkann}:h atasan.

Pagal 12
Sub Dinas Pendaftaran dan Pendataan teidiri dari ;

a. Seksi Pendafiaran ;
b. Sekai Pendatagn |
¢. Scksi Pengelolanan Data dan Informasi.

Pasal 13

(1} Seksi Pendafiaran mempunyai tuges melaksanaan pendistribusian
dan menerima kembali formulic pendaftaran vang telah disi oleh
wajib pajak  dan  retribusi daerali, membuat laporan tentang
formulir pendaftaran wajib pajak dan retribnsi daerah vang belom
ditcrima kembali, mencatat nama dan alamat calon wajib pajak,
retribusi daerah dalam formulir pendaftaran wagib pajak daerab
dan retribusi daerah serta menetspkan Nomor Pokok Wajib Pajak
Dacrah { NPFWPLD ) ;

(2) Scksi Pendatsan mempunyai tugas menghimpun, mengelola dan
mencatat  data objek dan subjek pajak dan retribusi daerah,
melakulan. pemeriksaan lapangan / Ilokasi dan melaporkan
hagilnya  serta  membuat  daftar  mengensi  formulit surat
pemberitahuan yang belum di terima kembali serta membantu
melakukan pendatan PRB ;

(3} Scksi Pengelolaan Data dan Informasi mempunyai fugsas menyusin
dan memelihara Daftar Induk Wajib Pajak den wajib  retribusi
daerah, memberikan kartu pengenal NPWED, menyvimpan arsip
sural perpajaken dan retribusi daerah, membantu menyampaikan
SPOP PBB dan menerima kembali isian SPOP FRB dari para wajib
pajak yang diterbitkan olch Direkinr Jendral Pajak.

Bagian Keempat
SUR DINAS PENETAPAN DAN PENAGIHAN
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Sub Dinas Penetapan dan Penagihan mempunyai tugas melaksanakan
perhitungan dan penetapan jumiah pajak dan retribusi daerah yvang
terhutang serta menghitung besarnya angauran atas permohonan wajib
pajak dan retribusi dacrah serta menata  usahakan jumlah ketetapan
PBRE vang penagihannya dilunpahikan kepada daerah berdasarkan surat
Pemberitahnan Pajak Terhutang (SPFT) PRE, serta melaksanakan
penagihan pajak dan retribusi daersh dan pendapatan dacrah lainnya
yvang telah melampani batas walktu f jatuh tempo.

Pasal 13

Untulkt menyelenggarakan tugas terschut pada pasal 14, Sub Dinas
Pegetapan dan Penagihan mempunyai fungsi

. Pelaksanaan perhitungan p&n:tapan pajak dan retribusi dacrah;

b. pelaksanaan penagihan  pajak dan retribusi daerah serta
pendapatan lainnya dan penagihan jumiah angsuran pemungutan f
pembayaran [ penyetoran atas permohonan wajib pajak dan
retribusi dacrah yang disetujui serte melaksanalan penagihan PEE;

¢. Penethitan dan pendisttibusian serta menyimpan arsip surut
perpajakan dan retribusi dacrah yang berkaitan dengan penetapan;

d. Membantu melakukan penerimaan SPFT PEB dan dolimen PBEB
lainnya yang diterbitkan oleh Direkiunr Jendral Pajak, serta
mendistribusikan kepada para wajib pajak dan kepala unit yang

caitan ;

e, Penerbitan swat surat keterangan fiskal ;

[ Prlaksanamn tugas lain yang diberikan oleh atasan,
Pasal 16

Sub Dinas Penetapan dan Penagihan tordin dar -

a. Sek=i Perhitungan dan Penerbitan Surat Ketetapan ;
b. Scksi Penagihan dan Pertimbangan Keberatan
o, Seksi Pererimasn.

Pa=al 17

(1) Seksi Perhitungan dan Penerhitan Surat Keletapan mempunysi
tugas melaksanakan penghitungan dan menetapkan pﬂ]ﬂk dan
retibusi dacrah serta pungutan daergh lainoya, men
menyampaikan serta membukukan surat ketctapan pajak dan
retribusi daerah serta pungutan dacrah lainnya, penyampaian SPPT
PEE sekior pedesaan dan perkotaan, membukukan keteta;mn BB
yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak ;

(2} Seksi Penagihan dan Pertimbangan Keberatan — mempunyai togas
melaksanakan  penagiban pajak dan retribusi daerah vang telah
melampati batas wekin f jatah tempo, melayani keberatan dan
permohonan banding atas wajib pajak dasrah dan retribusi dacrah,

" penerimaan daerah lainnya serta penagihan PBE ;
{3} Sekai .
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(3} Seksi Penerimaan mempunyai tigas mengumpulkan bahan dan
mengelola data penerimaan pajak dan refribusi dacrah dan sumber-
sumber pepnerimaan lannya scsuai dengan peraturan perundang-
undleangan yang berlakua.

Bagian Kelima
SURB DINAS PEMBEUKUAN DAN PELAPORAN
Pasal 18

Sub  Dinas Pembukuan dan  Pelaporan  mempunyai tugss
mclaksanakan pembukpan dan pelaporan  mengenai  realisasi
penerimsaan dan tunggakan pajak dan retribusi dacrah, PBE serta
pengelolaan benda berharga,

Fasal 19

Uniuk menyelenggaraltan tugas terscbut pada pasal 18, Sub Dinas
Pembuluan dan Pelaporsm  mempunyad fungsi

a. pelaksanaan pencatatan mengensi penctapen den  penerimasn
pajek dan retribusi deerah dan pungutan lainnya serta Surat
Pemberitahunan Pajak Terhutang {SPPT) dan DHKP PBER ;

pelaksanaan pencatatan mengenai penerimasn dan pengeluaran
b, henda berharga seria menerima bukit  setor uang  hasil
pemungntan benda berharpn ;

penyiapan  laporan  realismsi  peoerimaan  dan  tonggakan

. pemunguian f pembayaran [ penyetoran pajak dan retribusi
daerah, realisasi penerimasan pengeluarsm dan sisa persediaan
benda berharga secara bulan, trisvunlan den tahunan serts
reahsasi penerimasn dan tunggakan PBB ;

d. Prlaksanaan tugas lain vang diberikan oleh aissan.
FPagal 20
sub Dimas Pembulkuan dan Pelaporan  terdiri dari :
4. Scksi Pembukuan dan Penerimaan ;
h. Beisi Pembukuan Surat - surat Berharga,
¢, Beks Pelapomsn,
Pasal 21
{1} Sekai Pembukuan Penerimasn mempunyai tugas melaksanakan
penernmasn, pencatatan dan  pembukuan pembayaran  serta
menghitong tinggakan semua SKPD, BKRD, dan surat ketetepan
lainnyva serta SPPT PBB ;

(2) Seksi Pembukuan Surat menyurat Berharga mempunyai tugas
melaksanakan penerimasn  dan pencatatan tenda terima benda

berharga ............
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berharga, bukti pcnerimaan benda berharga, bukt  pengeluaran
pengembalian benda berharga, penerimasan uang hasil peroungutan
dengan  benda berharga serta menghitung dan merinei sisa
persedisan benda berhargs ;

{3) Selsi Pelaporan mempunysad tugas melaksanakan penyiapan bahan
laporan periodik mengenai realisasi penerimaan dan tunggukan
pajak dan retribusi dacrah serts PBB, menyiapkan laporan berkalsa
mengenai renlisagi penerimann dan persediaan benda berharga.

Hagian Keenam
SUB DINAB PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN OFERASIONAL
Pasal 22

Sub Dinas Perencanaan dan Pengendalian Operasional mempunyai

tugas melakukan penvusunan rencana, pembnaan  teknis

pemunguian, pemantauvan, penggalian dan peningkatan pendapatan
dacmah.
Pasal 23

Unimlk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 22, Sub Dinas
Perencanaan dan Pengendalian Operasional mempunyad fungs: :

a. Pelaksanaan perencanaan pendapatan dacrab vang bersumber dari
pajak daerah, retribusi dacmah, pendapatan deaerah lainoya serta
dari PEB ;

b. Pelakzanasn  pembinsan teknis operasional, bimbingan dan
petunjuk kepada semua unit kerja daerah yang melaksanakan
pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan dacrah
lainnyva serta pemungutan PBR

. pelaksanaan kerjasama dan koordinesi dengen Instansi | Dinas
Daersh lainnya dalam bidang pendapatan daerah ;

d. Pelaksanaan tagas lain yang diberikan oleh atasan.
Pasal 24
Sub Dinas Perencansan dan Pengendalian Operasional terdind dari :
a. Sck=i Perencanaan dan Pembinaan Teknis Pemungutan ;
b. Beksi Pengendalian dan Pengembangan Pendapatan.
Pasal 25
{1} Seksi Perenceanaan dan Pembinaan Teknis  Pemungutan
mempunyai tuges melakukan penyusunsn repncana pendapatan
dacrah dan rencana intensifikasi pemungutan pendapatan dacrah,
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melakulkkan pembinaan, pelalcsanaan tata kerja serta tata hubungan
kerja dan  pembinsan  pengrunaan  sarana  dan prasarsma
perpajakan daerah lannya ;

(2} Seksi Pengendslian dan Pengembangan Pendapatan mempunyai
tugas melakukan pengumpulan baban dan mengelola data sumber-
sumber pendapatan daerah, pelaksanasn evaluasi dan monitoring
dan rencana ckstensifikasi sumber-sumber pendapatan dseral,

Bagian Ketujuh
CABANG DINAS
Pasal 26

Cabang Dinas mempunyal tugas melaksanaken sebagian tuges Dinas
Pendapatan Daerah yang mempunyai wilayabh keija satu atan beberapa
kecumatan,

Pa=sal 27

Untuk menyelenggaraken tugas tersebut pada pasal 26, Cabang Dinas
Pendapatan Daerah mempunyai fungsi

a. Pelaksanaan pendatasn dan pendaftaran wajib pajak dan wajib
retribusi dacrah serta objek pajak dan retribusi daecrah ;

b, Membanta pelaksansan penyvampaian SPPT, SKRD, SKPD, SPT dan
semaa  administrasi PBB  leinnyae kepada  wajib  pajak  serta
membanin melakukan penvampaian DHKFP PBB kepmda petugas
pemungut PBB yang berada di hawah pengawasannya ;

c. Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan atas pemunguotan dan
penyeloran pajak daerah, retribusi dacrah serta pendapatan ash
dacmah lainnya ;

d. Pelaksanasan penyuluhan mengenai pajak daerah, retmibusi dacrah
dan pendapatan kmnnya;

c. Pelaksanasan koondinasi dan pengewasan atas pekerjaan penagihan
pagak dacrah, retribusi dacrah dan Pendapatan Ash Daerah laimnya
scpanjang dalam batas kewenangannys ;

£  Pelaksanaan urusan administrasi, kevangan dan mumah tangga.

Bagian Kedelapan
HELOMPOHN JABATAN FUNGBIONAL

Paugl 28

Helompok Jsbatan Fungsional mempunvai tigss melaksanakan
sebagian tugas Dinas sesusi dengan bidang keahlian tenaga fungsional
masing-masing berdasarkan peraturan  perandang-undangan yang
herlalo.
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Pasal 29
{1} Kelompok .Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah’ tenaga
fungsional vang terbagi dalam berbagad tenaga lungsional sesuai
dengan bidsmg keahliannya ;

{2) Masing-masing kelompok tenaga fungsional di pimpin oleh seorang
icnaga senior yang di tunjuk oleh Kepala Dinas ;

{3) Jumlah tenaga fungzional tersebut pada avat (1} ditentulan
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;

{4} Jenis dan jenjang jabatan fungsional sehagaimana di maksud ayat
{1} di atur berdasarkan peratoran perundang-undangasn  vang
beriaku.

BAB IV
PENUTOP
Pasal 30

Hal - hal yvang belum di atur dalam Keputusen ini sepapjang mengenai
pelaksanaannya akean ditetapkan tersendiri olch Bupati.

Pasal 31
Keputusan ini mulsi berlaku pada tanggal dinndengkan.
Agar supaya =ctiap orang dapat mengetahuinys, memerintahkan
Pengundengan Keputusan ini demgan penempatannya dalam Lembaran
Daecrah Kasbupeten Muara FEnim.

.~ Ditetapkan di  Muara Endm
pada tanggal £ Mel 2001

BUPATI MUARA ENIM

4
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AHMAD 8CFJAN EFFENDIE
I Dinnsdangkan di Mumrs Enim _al,
pada tanggal & 1Viel 2001

SEKRETARIE BARBUPATEN
MUARS, ENIM

E%ﬂl ROBAIN BIROD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2001 NOMOR 31




